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PENUTUP 

Berdasarkan pada pemaparan materi yang telah diberikan dari Bab II hingga Bab III, penulis 

selanjutnya akan memberikan kesimpulan dari materi – materi tersebut untuk menjawab 

masalah yang terdapat dalam rumusan masalah dan pada bagian akhir bab ini penulis akan 

memberikan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut.  

 

Kesimpulan 

Untuk menjawab pertanyaan “apakah pandangan dari Indonesia yang memaknai consent dalam 

perjanjian investasi internasional sebagai two–step procedure sudah sesuai dengan praktik dan 

yurisprudensi dari hukum investasi internasional?” Jawabanya adalah tergantung teks dalam 

perjanjian investasi internasional tersebut. Namun, praktik-praktik Indonesia dalam perjanjian 

investasi internasional, maka jawabannya adalah tidak. Perjanjian investasi internasional 

Indonesia seperti sebagian besar BIT-BIT dan CEPA Indonesia – Korea tidak mencerminkan 

penggunaan two-step procedure, sebab susunan kata-kata yang terdapat dalam BIT-BIT, CEPA 

Indonesia – Korea, dan ACIA tidak menjelaskan mengenai syarat two-step procedure, bahkan 

banyak BIT-BIT dan CEPA Indonesia – Korea cenderung menggunakan frasa seperti “shall 

assent”, “hereby consent”, dan “each party consent” ditafsirkan sebagai express consent dan 

bukan two-step procedure. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik Indonesia secara 

umum (termasuk dalam perjanjian-perjanjian investasi internasional dalam beberapa tahun 

terakhir) bertolak belakang dengan konsep two-step procedure yang membutuhkan tindakan 

persetujuan  lebih lanjut oleh host state setelah diajukannya sengketa oleh investor. Kesimpulan 

ini juga turut menjawab rumusan masalah yang kedua terkait dengan konsistensi dari praktik 

Indonesia mengenai pemberian consent dalam perjanjian investasi internasional.  

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pentingnya pemilihan kata-kata dalam suatu perjanjian 

investasi internasional sangatlah menentukan bentuk consent yang akan digunakan untuk 

membawa sengketa ke arbitrase internasional. Konsekuensi dari kegagalan untuk 

menggunakan kata-kata yang tepat dalam suatu perjanjian investasi internasional berpotensi 

menyebabkan kekacauan prosedur pengajuan sengketa ke arbitrase internasional.  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, apabila Indonesia ingin memberlakukan consent dalam arti 

two-step procedure menyusun perjanjian investasi internasional baik itu dalam bentuk BIT, 

perjanjian investasi multilateral atau regional atau sebagian dari CEPA, maka pemerintah 

Indonesia dapat menggunakan frasa yang secara langsung memberikan makna bahwa 
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pemberian consent melalui mekanisme two–step procedure. Contohnya seperti yang dilakukan 

dalam Pasal 6 BIT Swedia – Yugoslavia yang memberi syarat bahwa untuk untuk 

menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase, maka membutuhkan consent dari kedua belah 

pihak. Namun, patut diingat walaupun praktik permberlakukan consent baiknya dilakukan 

secara konsisten, tidak dipungkiri bahwa perbedaan kedudukan para pihak dan kondisi yang 

terjadi pada saat perundingan dapat mengubah praktik tersebut menjadi tidak sepenuhnya 

konsisten.  
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